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	Halaman  1 Kolom 2-6; Halaman 6  Kolom 5-7
	

	Entitas
	:
	Kabupaten Morowali
	






[image: C:\Weekly News Monitoring\Oktober 28 Mercusuar - Korupsi Rp5,6 M, Divonis 1 Tahun (Poso).jpg]














	Harian
	:
	Mercusuar
	Kasubaud
Sulteng  II

	Hari, tanggal
	:
	Jum’at 28 Oktober 2011
	

	Keterangan
	:
	Halaman 9 Kolom 1-3; Halaman 6 Kolom 5-7
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Kasus Korupsi
APBD Morowali

POSO - Majelis Hakim
Pengadilan Negeri (PN) Poso
menjatuhkan vonis 1 tahun penjara
kepada Gemahwati Hambuako dan
dan Linmer J Wirokila, terdakwa
kasus dugaan korupsi APBD
Kabupaten Morowali tahun
anggaran 2010 sebesar Rp5,6
miliar, Kamis (27/10). Keduanya
juga diwajibkan membayar uang

BUDI/RADAR SULTENG
PEMBOBOL APBD: Linmer J Wirokila (kiri) dan Gemahwati
Hambuako saat menjalani sidang di PN Poso, beberapa waktu lalu.

pengganti masing-masing sebesar
Rp 303,8 juta subsidair 6 bulan
kurungan dan denda Rp 50 juta
subsidair 2 bulan kurungan.
Vonis majelis hakim yang
diketuai Adil Kasim SH MH
dengan dua anggota Dwiyantoro
SH dan Ifan Nugroho SH tersebut
jauh lebih ringan dari tuntutan
Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Kejari Poso yang menuntut
hukuman 2 tahun penjara dan
uang pengganti masing-masing

Rp 488 juta. Pada amar putusanya
majelis hakim berpendapat vonis
1 tahun penjara dijatuhkan
terhadap terdakwa Gemahwati dan
Linmer karena yang bersangkutan
secara sah dan meyakinkan
terbukti melakukan tindak pidana
korupsi sebagaimana diatur dalam
UU Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dengan
UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang

P Baca Korupsi Hal. 6
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Tindak Pidana Korupsi.

Sidang pembacaan vonis yang
berlangsung petang hingga
malam hari itu berjalan aman dan
lancer. Atas putusan majelis
hakim, terdakwa melalui
penasehat hukumnya Abdul
Manan Abbas SH menyatakan
masih  pikir-pikir  untuk
melakukan banding atau tidak.
“Kami masih punya waktu tujuh
hari sejak vonis dijatuhkan untuk
mengambil sikap,” ujar Manan.

Namun demikian, Manan
menyebut kemungkinan besar
kliennya akan melakukan band-
ing. Ini dilihat dari adanya
kejanggalan antara materi
dakwaan jaksa penuntut dengan
tuntutan jaksa penuntut.

Diceritakan pengacara muda
ini, dalam materi dakwaan, jaksa
penuntut mendakwa kedua
kliennya telah merugikan uang
negara sebesar Rp 5,6 miliar.
Namun pada materi tuntutannya,
jaksa penuntut hanya menyebut
kerugian negara yang diakibatkan
dari perbuatan melawan hukum
kliennya, Gemahwati dan Linmer,
turun drastis yakni hanya sebesar
Rp 900-an juta. “Kejanggalan
antara materi dakwaan dan

tuntutan ini yang akan kami
Jadlkan pintu masuk untuk band-
ing,” tukas Manan.

Proses hukum terhadap Kabid
Perbendaharaan/Bendahara
Umum Daerah (BUD) Dinas
Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
(DPPKAD) Kabupaten
Morowali, Gemmahwati dan
stafnya Linmar tergolong cukup
lama dan  melelahkan.
Gemmahwati dan Linmar ditahan
sebagai tersangka oleh Kejari
Poso pada awal Januari 2011.
Gemmahwati Hambuako dan
Linmeér J Wirokila tergolong
berani dan sangat luar biasa dalam
melakukan aksi dugaan
korupsinya. Kepada Radar
Sulteng saat itu, Kepala Seksi
Pidsus Kejari Poso, Andi Rio
Rahmatu, membeber berdasar
berita acara pemeriksaan (BAP)
tim penyidik Kejati Sulteng
diperoleh keterangan bahwa
tersangka Gemmahwati dan
Linmer hanya butuh empat kali
untuk membobol APBD Rp5,6
miliar. Pembobolan pertama
sebesar Rp 254 juta untuk
pengadaan barang dan alat tulis
kantor (ATK). Kedua, untuk ATK
fiktif sebesar Rp 615 juta. Ketiga
kali sebesar 250 juta untuk
kegiatan pembiayaan tamu fiktif

dalam bentuk SPPD ( surat
perintah perjalanan dinas), dan
pembobolan keempat kalinya
sebesar Rp 4,6 miliar lebih.
Semua uang daerah yang
dicairkan kedua tersangka berada
di Bank Sulteng Cabang
Morowali. “Tersangka mencair-
kan semua uang tersebut dengan
menggunakan rekening
DPPKAD,” jelas jaksa Rio .

Yang paling menarik, lanjut
Andi Rio, dana APBD Rp4.6 M
yang terakhir kali dicairkan
tersangka Gemmahwati dan
Linmer adalah merupakan dana
insentif PBB (pajak bumi dan
bangunan) alias dana bagi hasil
pemerintah pusat dengan
Kabupaten Morowali atas
perolehan PBB. Informasi yang
diperoleh jaksa, dana insentif PBB
yang dibobol ini adalah dana
perolehan bagi hasil PBB yang
dikumpul sejak tahun 2008
hingga 2010.

Informasi yang diperoleh Ra-
dar Sulteng menyebut, proses
pencairan danainsentif PBB yang
dilakukan Gemahwati dan
Linmar tidak prosedural. Sebab
dana insentif PBB itu dicairkan
kedua tersangka sebelum
peraturan menteri keuangan yang
mengatur tentang pencairan dana
bagi hasil PBB turun.(bud)




